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ABSTRAK

Penelitian ini bertujan unmk menganalisis komposisi dan perubahan umlah Dana Perimbangan {[9F)
theit B langa Dhaerab (B0 provinsi di Indonesia dalam kurun wakn 2001-2003 serta mengkaji pengaruk [P
lerhacap BD. 25 propinsi menjadi zampel kareoa 5 provinsi lannya tidak memenah persyaratan untuk
dijeddikan sebagai sample penelitian ini, Iata vang dianalizic beracal dart Laporan Realizasi APBD. Propinsi
deosn nalod DF 206 temmeei adalah Kalimantan Tinmr dan ierendah Gorontala. BT 2001 tertinggi adalnh
Jawa Barat dan Croronealo. TF 1002 tertingpi adalah Papis dan ferendal Gosoataln, BD 2007 terlinggi Jawn
T dan terendah Goronialo. Tahun 2003, DP tertinggl adaloh Papua dan terendah Kalimantan Tengah
Srmentara BD tertinggt Fawa Rart don terendah Kalivontan Tengah.

Hastl analisis regres menunjukkan babwa DP,, - herpengarub signifikan terhadap Belanja Daerah,
Dari Model Sumourry diperoleh nilai B Sqiare (B9 = (0,674 atau 67,404 vang berarti bahwa DT, dapat
menjelaskan Belana Daerah,  sebesar 67 4% %. Sedangkan sisamya (100 67,4 = 32,6 %) dijelaskan oleh

— by

1. FENDAHULUAN

L1, Latar Belakang

Otaonomi dacrah vang secara resmi mulee diber-
lakatkan pada tabun 2001 menentukan babowa konsen-
trasi daerah otonom berada di kabupatenona, dan
mukan di provmsi. Hal ini seeara jelas tersurat dalam
paket UL Otonoemi deerah tahun 1999, Pencntuan
Dung Alokasi Umum (DALY mizaliya, untuk Daerah
Prapinsi dan untuk Daerah Kobupaten/Kata ditctapkan
masing-masing 10% (sepulub persen) dan 90%
(zembilan puluh persen) dun Dana Alakazi Umum
ving ditetapkan — vaitu 25% dari pendapalan dalam
negeri APBN, (LT No. 25 tahun 1999),

Pilihan ini denpan sendirinya mengeliminasi
‘kekuasaan’ pemerintah provinsi terhadap pemenntah
kabupaten/kota sebagaimana sebelum pelaksanaan
ol daerat, Mamun tento =apa pilihan ini bukan
tanpa pertimbangzn. Surbakch (2000 ) mizalnya, sweng-
identifiknz setidaknya ada tiga alazan: Pertama,
sebapiun lerbesur budayva lokal dalam arti etnik alaw
subetmk d: Indonesia [ebih dapee diakomoduesi secara
palitik dalam lingkup wilayah kabupaten atan kota
darpada propina.

variahel Lamn yamyr ticdak dikaji dalam penelitian in, Dan output hasil regresi diperoleh nilai o
6,807, Fenpiian rwe faifed pada a = 5% dan derajat bebas (df) n- | = 24, diperoleh nilai L, sebesar 2,064,
sehmg dihastlkan ¢ =1 Dengan demikian, maka hipotesis vang menyatakan balws (H_) DP tidak

sebasar

berpenyaruh terhadap Belanja Dacrah ditolak, Demikian puls unfuk data tahan 2002 dan 2003,

Kedua, dengan luas wilaynh, jumiah penduduk,
daet potensi sumberdaya manwsia dan sumberdaya alam
dalam hinghup kabupatenbola, suatu kabupaienkosa
akom dupat tumbuh menjadi bazis ekonomi okal, vang
berkembang dari, oleh dan unluk warga lokal, dan ketiga,
makin dekar suats pemerintzhan denpan takyat, makin
tritidah bug rakyat mengonirolnya sehingea ectap her-
pegang pada ass demobrasi berups pemerintahan dar,
aleh dan untuk rakvat,

Sebagai salah salu bentuk kemsekuensi dari pilihan
tersebul, negars wajib menjamin keberlangsumgan
(weertainakbilin dar kabupatenkota dan propinsi yang
tidak memiliki sumber pendanaan mandiri di deerah-
nya masing-tmasing, Dengan kata lain: Kowajiban
pemenintah pusat dulem negara kesaman unmk men-
jamin sumber keuangan untul membiayai olonomi ter-
sebut. Untule menjamin sumber keusngan beg daerah
otonom, Pemerintah harus menjumin perimbangan
keuangan Pusat dengan doeruh,

Beranghkat Jan rmzcomalisas: milabh maka dalam U
na 25 tahun | 299 dikenal adanya Dana Perimbangan
vang terupakan dana yang bersumber dari penerimaan
APBEN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mem-
hiayai kebutuhon Daerak dulem rangka pelaksanaan
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Dezentralisasi. Dana perimbangan diberikan nleh
pemerinah pusal kepada baik pemerintuh provinsi
maupun pemerintah kabupatendiota setiap tabun,

Diana perimbangan diharapker bukan selagal
gumber pendansan utema seluruh aklivitas daerah
monam. Marnun penelitian Ahdullak dan Halim {2003)
menemukan balwa besernya jumlabh DAL {yang
merdpakan bagian dare dana perimbangan) samgat
mempenganthi jumlah helanja dagrab kabaota di Jawa
dan Bali. Bahkan, jurmlah DALl ahun scbe lumya jug
berpengaruh lebih hesar terhadap jumlah helanja
darrah tahun berikutnya, Hasil yung sama ditemukan
Sulistyawan (2004} ketika menguy hal yang samu
terhadap kab/kota di Sumatera, Demikian juga ketika
dilakukan pengujian secara lehih rinci antara Helanja
Rutin dan Belana Pembangunan di kab'kota di wilayah
Tapalicuda dan Madura; jumlah DAL menjadi andalan
penentuan jumlah belanja daerah, dengan konsentrasi
utama pada belanja rutin. (Ulum, 2004).

Mengingat dana penmbangan juga dinikmari oleh
pemeringah propiost, sementird konsenTwst olonon
daerah memilih kabdcora dan bukan propmns, maka
penelitian tentang bagaimana chspektasi pemeriniah
propmsi terhadap dera permbangin menjads penting.
Tingkat ekepektzai mi dapat dil:hal dari hagaimuna
pemerintah propinai menempatkan dan atau
memperlabukan dana perimbangan dalam rangka
membiavat penge luaran-pengelaarannya.

1.2, Romusan Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam peneliten
adalah:

1. Bapaimana komposisi dan perubahan rumlal
Drana Perimbangan untuk Propms: di Indoncsia
dalam kunm wakio 2001 -20037

?  Bagairmana Dana Perimbsngan tahum ke-n-1 dapat
menjelaskan dan atau mempengaru Belanja
Digeral tatun ke-n?

13. Tojuan Fenelitian
Penelitian ini dilakukan dengun tajuan:

1, Untuk mengkaji komposisi dan perubahan jumlah
Dranz Perimbangan dan Belanja Dacruh Iropins
di Tndonesia s=lama kunm wakt 2007-2003;

2. Untuk mengkaji bagaimana Dana Penimbangan
tahun ke-n-1 dapat menjelaskan
mempengarubi Belanja Daerah tahun ke-n

diz

2. TINJAUAN FUSTAKA

Penelitian Ulum {2004) tentang DAL dan
pengarshnya terhedap Belonja Rutin dan Belan)a
Pembanpunan kahupatenfoota di wiluyah Tapalida
dan Puley Madura menunjukkan bahwa DAL
berpengaruli signifikan terbadap Delanja Rutin dan
Belanjn Pembangunan. Data vanp dianalisis dalam
penelitivn it adalah data leporan realizagi APRI tahun
2001 dan 2002, Untuk tahun 2061, DA lebih besar
pengaruhnya terhadap Belanjs Rurin danpada Belargs
Pembangunan, Scdangkan twhun 2002 DAL lebih
besar pengaruhnyva terhadap Relamja Pembangunan
daripadi Delanja Rutin,

Mot kaan jupa ketika dilakukan uji regresi dengan
far 1. Jika dibandingkan, DAL | lebih besar
pengaruhnya erhadap Belanya Pembungunan, daripada
Belanja Rutin,. Ketika regresi tanpa fag dan dengan
teg 1 diperbandingkan, tampak bahwa kekuatan
prediksi regresi tanpe fug lebih haik danpada regrest
dengan Jap | untuk jenis Belanja Rubin Actinya,
Belanye Eutin tahun herjalun lebih banyak dipengauhi
aleh DAL tahun henjalan dibandingkan dengan TIAL
tahun sebelunmya. Sebaliknya, unk jenis Belanja
Pembangunan taripak bahw kekuatan predikest represi
dengan fag 1 lebih bailk deripada regresi tanpa fag.
Artinya, Belanja Pembungunan ahun berjalan lehih
banyak dipengarubi oleh DAU tahun sebelumnya
dibandingkan dengan DAL tahon berjalan. (Ulum,
4.

Penclivian ini mempertegas hasil penclitian yang
dilakukan olech Abdollah dan Halim (2003) tentang
wopik vang sama dengan sampe] 30 kabupatenkots di
Jawa dan Rali maupun hasid penelitian Exo (2004}
terhadap kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Bedanya,
nenelitian ini tidak membedaken belanja ke dulam
Belanja Rutin dan Belanya Pembangunan sebagaimana
pang dilakukan olch Ulum (2004} uniuk Kasus dh
wilayah ‘lapalkuda dan Pulau Madura.

3. METODOLOGL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan explasatory research.
Sample yang diambal adalah propins: yang telah
mempublikesikan laporan realisasi AFBL mulal tahum
2001 sampai 2003, Data yang diperoleh menunjukkon
hahwa terdapat 25 propinzi yang memenuhi kriteria
untuk dijadiken sampel. 3 propinsi yang lam tidak
dapat dijadikan sampe] karena datanya lidak lenikap.
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Data yang diperlukan dalum penelitian i adalah data
sekunder berupa luporan realisasi APRD propinsi di
Tndonesia tahug 2001, 2002 dan 23,

Operasional Fariable dalam penelitian ini adalah
sehama berilut:

o, Dana Perimbangan, adalsh dana yang hersumbes
dart penerimaan APBX yang dialokasikan kepada
Treerah wituk membayai kebuluban [raeralidalam
rangka peluksanaan Desentralisasi. Dana
Permbangan berupa Dama Alokas U (DAL,
Bagi Hasil Pajak don Bukan Pajak, Dana Alokasi
¥ husus (AR, dan Bantuan Kceuangan (LI e,
25 tahun 1999).

b. Belamjz Daerah, adzlah pengelunran yang
dilakukan aleh Pemda untuk melaksanakan
wewenang dan tanggungjawabnya kepada
masyarakat dan pemerintahan di slesnya,

Proses anafisis data dilakukan dengan cara sebagal
herikut:
1. Analisis Deskriptif, Tahapan dalam analisis im
adalah:
. Mendeskripaikan jumlah Dana Perimbangssn
dan Belanja Daerah tahun 2000, 2002 dan
20403
b, Menganalisis prosentasc perabahan jurmlah
Thana Perimbangsn dun Belanje Dacrah thun
2001, 2002 dan 2003
3 Analisis Statistik. Analisis statistik yang
dizunakan adalah statistik regresi sederhana
{simple regression). Regresi sederhane dipakat
antuk melihat pengaruh  jumlah  Dana
Perimhanzan terhadap Delanja Daerah secara
croma-section dengan persamann: ¥ =2 +hX+e
'Flaljﬂ i=5%
Di mana:
Y =7 helanja daersh;
g = lomstangs;
b= koefisien regrasi;
® = jumlah Dana Perimhanizan.

4. HASIL MAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Tumilah propinsi yang menjadi sampe] adalah
sebarryak 25, Sebagaimana telah dijelasksn pada Bub
1, jumlah seluruh provinsi adalah 30, gedangkan 3
peovinst yang tidak menjadi sampel adalah Propinsk
Banten, Maluku, DEI Jakarta, Manggoe Aceh

Diarussalam, dan Kalimantan Barsl karera lidak
memiliki data yang lenpglap mulai whun 2001 sampai
2003,

Nilai Dana Perimbanaun (DF) 2001 ertingg
adalah Rp 1.531.146.%3 juta {Provins Kalimantsn
Timur) dan terendah Rp 43.477,46 juta (Provinz
Goromtale). Tumlah total Dana Perimbangan 2001
adalah Rp 9.831.146,83 juts dan rata-rala Rp
195,245 87 juta, Milai Belanja Doerah 2001 tertings:
adelah Rp 2.217 836,594 juta (Proviinesi Jawa Barat)dan
terendah Rp 65.604,30 juta {Propins Garontale.
Jumlahk total Belanja Daecab 2001 adaieh Rp
15.030,775,07 juta dun rata-rata Rp 601.231,00 juia.

Milai Nana Perimbangan (P 2002 tertinges
adalah Rp 1.847.2R85.37 juta {Provinzi Papua) dan
terendeh Rp 133.275,50 juta (Propmns Gorontalo).
Tumlah total Dana Perimbangan 202 adalah Rp
11.159 426,54 juta dan rata-rata Rp 446,337 86 juia,
Milai Belanja Traerah 2002 tertingg adalah Rp
2.815.049 77 juta (Provinsi Faws Timur) dan terendul
Bp 150061199 juta (Propins: Gorontalo). Jamlah 1o-
tal Belama Draerah 2002 adalah Rp20,395.222.27 jula
dan rata-rata Bp 815 808,89 juta.

Sedangkan nilai Dena Perimbangzan {DPy 2003
lertinggi adalah Bp 2.181.175,52 juta { Propins: Papra)
dar terendah Rp 130, 160,00 juta (Propins: Kalimantzn
Tengak). Jumlah total Dana Perimbangan 2003 adalah
Rp 12.5209543% jutn dan rata-rald Rp 5008318,17
juta. Milai Belanja Dractah 20032 terlingg adulah Rp
40182 613 68 juta (Propins Jawa Barat} dan terendal
By 130,821,017 juta (Fropinsi Kalimantan Tengah).
Jumlah total Belanja Daerah 2003 adalah Rp
23.775.019 49 jula dan rata-rata Rp 951 00,7 juea,

Terjadi perubahan jumlah Dana Perimbangan
yang cukup signifikan pads beherapd propinst dari
tahun 2001 ke tahun 2002, Perubahan jumiah i bisa
jadi disebabkan oleh adanya perubahan formula
perhitunpan [ana Perimbangan untuk propinsi,
sermusuk diaptaranyy perubahan formula pemberian
Dana Alokasi Usum (DALY vang merupakan salah
satu bagian dan Dana Penimbangan,

[an 25 propinsi vang menjadi sample penelitian
ini, & provinsi dianlaranya mengalemi penurunan
jumnlah Drana Perimbangan dari tahun 2001 ke tahun
2002, vaiiu provinst Nusa Tenggard Tirnur, Bali, Jawe
Barat, Jawa Tengah, Kalimantan 1mur, Kepulanan
Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Penurunan
tersebut herkisar antara 0,995 sampat dengan 41.81%.
Selain & propinsi tersebut, lerjads peningkatan jumlzh
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Dana Perimbangan antara | .60% sampa: dengan
| 74.92%.

Proporsi yang relatif sama juga terjadi pada
perubahan dari jumizh Dana Perimbangan tahun 2042
dengan fahun 2003. Dari 25 propinsi yang menjadi
sample penelitian ini, 5 provins: diantaranya mengalom
penurunan jumlah Dana Perimbangan dari tahun 2002
ke tahun 2003, yvaitu provingi Kepulavan Riaw,
Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dun
Lampung. Penurunan tersebut berkisar antra 2.24%
sampai dengen 51.03%. Sclain 5 propinsi tersehut,
terjadi peninghatan jumlah Dana Perimbangan antaca
5.46% sampai dengan 9%,

Drari 25 provinsi yang menjadi sampel penelitian
ind, harya propmsi Kalimantan Tengah yang mengalam
penuninan jumlah Belenja Dacrah dar tahun 2001 ke
tabun 2002 sebesar 9.90%, Selain propina Kahmantan
tengah, terjadi peningkatan jumlah Delanja Dacrah
antara (1,30% sampai dengan 214.47%. Propors: Yang
agak berbeda untuk jumlah Belanja Dacrah tahun 2002
ke tahun 20403, Dati 25 provinsd yang menjadi sampel
penelitian ini, 4 propinsi diantaranya mengalami penu-
runsn jutnlah Belanja Draerah dari tahun 2002 ke tabun
200K} yaitu propinsi Kelimantan Teagah, Bal:, Lampung,
dan Susmatera Barut.. Penwrunan tersebut berbasar antara
10.30% sampai denpan 56.35%. Selain 4 propinsi
tersebul, terjadi peningkatan jumlah Belarga Daerah
artara 8.66% sarmpai dengan 43.63%.

Ringkasan perubahan/perbcmbangan jumlah Dasn
Perimbangan dan Belanja Daeruh ditunjukkan pada
tabel 4.1. di bawah mnu:

4.2, Analisis atas Dana Perimbanpan 2001 terhadap
Relanja Daerah 1002

Hesamya koefimen regres untuke vanabel Belanja
Dacrah = 1,705 dengan konstanta 14354906 Persamean
regresy vange dibangun dari data tersehit adalah sebegai
berikut: Belanja Daerah, = 1454906 +1,705 0P,

Angka 1454906 merupakan konstanta yang
berarti balywa dengan asumas sermua vanebe] konstan,
maka jumlah belanja dacrah adalah sehesar 14545056
satuan. Bedangkan angka 1,705 merupakan koefisien
regrest untuk X (DP, ) vang menunjukkan vanabi-
litas/besarnya pengaruh variahel X (IOF, ) lerhadap
Belanja Dacrah,,, Artmya, jika DP mengalarn
kenaikan gat (1) satuan maka akan meningkalkin
Belanja Dasrah,  sebesar 1,705 (170,5%). Hasil
perhimmgan koefisien korelasi (R) dan dan Made!
Sumrrary diperoleh milai B = 0,821 yang berart: bahwa
terdapat keerulan hubungan antara varzhel X (DF_ 5
dengan variabel ¥ (Belanja Daerah, ) propins d:
Indonesia. Angka schesar (0,821 merupakan nilai yang
positil don mendekati hubungan yang sempuma (1),
artinya, jika DT, mengalaon penimgkatan maka
Belanja Daerah, . juga akan mengalam peningkatan,

Sedangkan mlai keefisien determimasi di atas dan
Model Summary diperoleh nilai R Sguare (B = 0,674
atau 67,4 %, yang berarti bahwa DP, . (X) dapat
tnenjelaskan Belanja Dacrahy,, (Y) sebesar 67,4 %,
Sedangkan sisanya (100 — &7,4 = 32,6 %) dijelaskan
oleh variabel lain vang tidak dikaji dalem penelitian
in.

Tabel 4.1.
Ringkasan Analisis Deskriptif
| Nominal o %L Kenalkan %% Kenalkan

‘ | Toronaen  Nomiosl Terlingdl | “poendah Tertinggi
- Dana Perlmbangan 2001 Goromtaloe Enlimantzn Timor | - o

Belanja Dacrah 2441 Grromiale Thwen Paral - -

Duna Perimbangan 2002 | Gorontalo Papua Bali Goromialo

Belanja Dacrah 2002 Garantalo Famrs Timur Kalimentan Tengeh | Bengks Beliung

Dana Perimbangan 2003 | Kalimantam Tengah | Fapua K alimanton Tengah | 2usa Tenggame Timur
| Belonju Doerah 2003 Kalimmantm Tengal | Jawa Barot | Kalimanisn Tengah | Nusa Tenggars Tirur

Sweber: Hasil Penelivior, 2004 fdiolal)
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4.3 Analisis atas Dana Perimbangan 20032
terhadap Belanjn Daerah 2003

Besamya ko fisien regresi untuk variabel Belanja
Daerah=1,763 dengan konstarta 1640985, Persamann
regreal vang dibangun dan date tersebut adalah sehagai
berikut;

Helanja Daerab,,, = 164098 5 + 1,763 LI ees

Angka 164098 5 merupakan konstanta vang
Beeart bakwa dengan asumsi semua variabel konstan,
mitka jumlzh belanja daerah udalah schesar 162095 5
satuan. Sedanghan anpka 1,763 merupaksn koefisien
regrest untuk X {DP_, ) vang menunjukkan
varishilitas/hesarnya pengaruh variabe] 3 (DP,_..)
terhadap Belunja Daerah, . Arlinya, jika bE..
mengalam kenaikan satu (1) satuan maka akan
meningkatkan Belanja Daerah, . scbesar 1,763
{176,3%).

Hasil perhitungan koefisicn kurelasi (R)
sehegaimana pada tabel 6 di atas dan dan Afade! Sum-
mory diperoleh nilm B = 0,805 yane berarti bahwa
terdapat keeratan hubungan antara variabel XADP, )

dengan vatiabel ¥ {Belanja Daerah, ) propinsi di
Indoncsia, Anghka sebesar 0,805 merupakan nilai Vang
pritif dan mendekati hubungan yang sempurna (13;
arlinya, jika DP_ . mengalami peningkatan maka
Helanja Dacrah,,  ivps skan mengalami peninglatan,

sedangkan untuk koctisien determinasi (R?)
diperoleh nilai B Sguare (B7) = 0,645 atau 64,8 %,
vang bergrti bahwa DF,  (X) dapat menjelaskan
Belanja Daerah, (¥} sebesar 64,8 %, Sedanphkan
sisenya (100 — 64, 8= 35 2 %) dijelzskan oleh variabel
lain yang tidak dikaji dalam penclitian ini.
| Besamya koefisien represi vanabel X (DP,_.).

adalah 1,763 diperoleh nilai [_ying SEDESAT 6,505,

Penpujian rav tailed pade & = 5 % dan derajar bebas

{dfy m - 1 = 24, dipernleh nila 1., Sebesar 2064,

schingga dibasiban t =1 . Dengan demikian

diputushan bahwa H_ ditolak dan H diccrima; yung
| herarti behws variabel X (TP, Y berpengaruh positf
terhadap variabel ¥ (Belanja Daerah,, ).

4.4. Pembahasan

Fengujian terhadap jumlah Dana Perimbangan dan

Belanija Daerah propinsi sclama tiga lwhun pelaksanasn
olonom dacral (2001 5.d. 2003 ) menunjublen adanys

l hubungan yang sangat crat (mendekati angka | —
sermpuma). Hal ini menunjuklkan hahwa meslipun kon-
sentrasi otanomi daerah berada di tingkat kahupaten/

kota, namun tingkal ekspektasi pemerintah Proving
terhadap kecran dana dan pemerintah poasat - melalo
Dana Perimbangan - masih sangat tinge.

Laria Perimbangan terdiri dari empat {4) elemen.
yaitu Pos Bug Hasil Pajak. Pos Rag Hasil Bukan Pijak
Surnher Thaye Alam, Pos Dana Alokesi Unum (AL}
dan Fos Dune Alokasi Khusus (DAK). Dari ermpat
elemen tersebut, hanya dus pos pertama (Bag Hazl
Fajak dan Bag Hasil Bukan Pajak Sumber Dayu Alam)
yang lerdapar sedikit unsur kekayaan daerah Sedang-
kan dua pos terakhir (DAL dan DAK ) merupakan dana
grani yang diberikan oleh pemerineah pusar secars
curma-cuma kepada daergh,

Sementera itu, dari 25 propingi yang menjadi
sample penelitian ini, sebagian besar ternvata masih
sangat mengandalkan unsur AT dalam Dana Perim-
bangannya. Artinya, jumlah pos AU merupakan
Jumlah yang paling dominan dalam Dana Perimbangan
dibandingkan dengan pos-pos vang lain, Fal ini dzpat
dizsumsaikan bahwa Dana Ferimhangan lebih
rnerupakan dana grane dari pemenntah pusat kepada
pemerintah daerah, Hanya propmst DK Jakarta {vang
tidok termasuk dalam sampe] penelitian) vang memiliki
Jumlah Bagr Hasl Pajak lebih Grggi dari jumlah DAL-
mya. Sedamgkan propinst Risu dan Kalimantan Timur
mierntliba jumlah pos Bag Hasil Bukan Pajek Sumber
Daya Alam vang lebih tinggi dani jumizsh DAU-nya.

5. KESIMIULAN DAN SARAN

5.1. Kvimpulan

Studi ini menganalisis pengeruh Dana

Perimbsngan (DF) terhadap belanja dacrah pada 25

propins di selurul Indonesia. Data yang digunakan

adalal: data luporan realisasi APBI tahon 200 sampw

dengrn 2003,

Dari uraian panjang pada bagian sebelumnya,
beherapa kesimpulan yvang bisa ditarik berkaitan
dengan permasalshan dalam perelition antara lain:

L. Meyoritas sampel (17 propinsi) milai DF 2002
mengalam: kenaikan dari DPF 2001, Kenaikan
tersebul berada pada kisaran 1.60% hingea
174.92%,. Hanya 8 provinsi yung menzgalami
penvrunan jumlah Dana Perimbangan dari tahun
2007 ke tahun 2002, Penurunan tersebut berkisar
antara 0.99% sumpai dengan 41.81%. Proporsi
varg relahfsama jupga tesjadi pada perubahan dur
jumlah DF 2002 dengan DP 2003, Hanys 5
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propinsi yang mengalami penurunan anfara 128%
sampai dengan 51.03%, laionya terjadi
peninghkatan antara 5.46% sampai #9%.

2, Sedungkan wentang jumish Belanya Daerah (BIY),
dari 25 propinsi yang menjadi sampel penelitian
in:, hanya propinsi Kalimantan Tengah yang
mengalammi penurunzn jumiah BD dari tahun 2001
ke tahun 2002 sebesar 99044, Selan pravinsi
Kalimantan tengah, terjadi pemngkatan jumlah
Belanja Daerah antara 0.30% sampai dengan
214 47%, Proporsi yeng agak berbedn untuk
jumlah BD tahur 2002 ke tahun 2003, Terdapat 4
propinsi yang mengalami penrunen jurnbah antara
10.307% sampai dengan 56.35%. Sisanya, terjadi
peningkatan antara §.66% sampai dengan 42.63%.

3, Hasil unalisis regresi meounyukkan bahwa DP, |
berpengaruh signifikan terhadap Belan)a
Daersh, . Dari Model Summary diperaleh nilai
R Square (R = 0,674 atau 67,4%, yang berarti
hahwa DP._ dapal menjelaskan Belanja
Daerah,,,, sebesar 67,4% by, Sodangkan sisanya
(100 — 67,4 = 32,6 %0} dijelaskan alch variabe!
Jain yang tidak diksji dalam penelitian mi. Darj
output hasil regresi diperoleh nilai 1_,  sebesar
6,897, Penpujian e frited pada a = 5 % dan
dergjat bebas (dfyn - 1 =24, dipercleh nilait_
sebesar 2,064, schingps dihasilkant =t .
Dengan demikian, maka hipotesis yang
menyatukan bahwa (H) DP hidak berpengaruh
terhadap Belanja Dacrzh ditolak. Demikian pula
untuk data tahun 2002 dan 2003
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